PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 

TENTANG RAHN PADA PELAKSANAAN GADAI SAWAH DALAM 

MASYARAKAT DESA SAMBON KECAMATAN BANYUDONO 

KABUPATEN BOYOLALI by Kusumawati, Rizki Amelia & Sidik, S.Ag., M.Ag
PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 
TENTANG RAHN PADA PELAKSANAAN GADAI SAWAH DALAM 
MASYARAKAT DESA SAMBON KECAMATAN BANYUDONO 
KABUPATEN BOYOLALI 
 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syari’ah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Syari’ah 
 
 
Oleh : 
RIZKI AMELIA KUSUMAWATI 
NIM: 152.111.240 
 
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH) 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SURAKARTA 
2019




ii 
 
MOTTO 
 
 
Artinya: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(Al-Baqarah [2]: 283). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
v 
 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
vi 
 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah a A 
vii 
 
  َ   Kasrah i I 
  َ   Dammah u U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
viii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
ix 
 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
 
 
x 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
xi 
 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
 
xii 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xiii 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Rizki Amelia Kusumawati, NIM: 152.111.240, “PENERAPAN FATWA DSN-
MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN PADA 
PELAKSANAAN GADAI SAWAH DALAM MASYARAKAT DESA 
SAMBON KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan gadai 
sawah yang terjadi di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali 
berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. 
Penelitian   ini   termasuk   penelitian   lapangan   (field   research),   yaitu 
penelitian  yang  dilakukan  langsung  dilapangan,  dengan  data  primer  yang 
diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak rahin,murtahin dan buruh tani, 
serta data sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur’an, Al-Hadits dan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 
Hasil setelah dilakukan penelitian ini, maka peneliti mendapatkan 
kesimpulan bahwa dalam praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di 
Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali secara keseluruhan 
belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Di sebkan adanya akad baru 
yang muncul dalam akad gadai sehingga menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak 
diperbolehkan dalam Islam. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai 
yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan di salah artikan dengan 
memanfaatkan serta memperoleh hasilnya. 
Kata kunci: Gadai (Rahn), Rahin, Murtahin, Buruh Tani, Hukum Islam, Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn. 
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ABSTRACT 
Rizki Amelia Kusumawati, NIM: 152,111,240, "APPLICATION OF THE 
DSN-MUI FATHER NUMBER 25 / DSN-MUI / III / 2002 CONCERNING 
THE RAHN ON THE IMPLEMENTATION OF WOMAN GIRLS IN THE 
COMMUNITY OF SAMBON KECAMATAN VILLAGE, BANYUDONO 
DISTRICT, BOYOLALI". 
This study aims to find out how the implementation of paddy pawns that 
occurred in Sambon Village, Banyudono District, Boyolali Regency based on 
DSN-MUI Fatwa Number 25 / DSN-MUI / III / 2002. 
This research includes field research, namely research carried out directly 
in the field, with primary data obtained from interviews with rahin, murtahin and 
farm laborers, and secondary data obtained from books, Al-Qur'an, Al- Hadith and 
Fatwa of the National Sharia Council Number: 25 / DSN-MUI / III / 2002 
concerning Rahn. 
The results after this research, the researchers got the conclusion that in 
the practice of carrying out paddy pledge transactions in Sambon Village, 
Banyudono District, Boyolali Regency as a whole has not been in accordance 
with the rules of Islamic teachings. There is a new contract that appears in the 
pawning contract so that it is integrated into one contract. This is not permissible 
in Islam. Other problems also arise in the main principle of pawning which should 
only be a collateral item that is misunderstood by using and obtaining the results. 
Keywords: Pawn (Rahn), Rahin, Murtahin, Farmer Labor, Islamic Law, Fatwa of 
the National Sharia Council Number: 25 / DSN-MUI / 2002 concerning Rahn. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada 
Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung 
hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan 
tatacara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan 
manusia lainnya, hubugan manusia dengan alam dan hubungan manusia 
dengan khaliq-Nya. Dan juga manusia merupakan makhluk sosial yang 
memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan 
tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.
1
 
Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan 
yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk 
garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, 
yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik 
yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dengan 
demikian akan dapat digali (diistimbat) berbagai pemecahan setiap 
masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. 
Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu 
diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-
                                                          
1
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.  
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kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan 
atau tipuan dari pihak lain.  
Manusia adalah mahkluk sosial, yaitu mahkluk yang berkodrat  hidup 
dalam masyarakat. Sebagai mahkluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk 
memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (rahn). Konsep 
utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan 
dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki 
sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan 
dana. Hak gadai  merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah 
milik orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang itu 
belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang 
memberi uang (pemegang gadai).
2 
Gadai (rahn) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta 
menurut pandangan syara‟ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang 
bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian 
(manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila 
seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik 
berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah 
penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.
3 
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Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-
Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang 
untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup 
membayarnya dari orang yang berpiutang.
4
 Sedangkan Imam Abu Zakaria al-
Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan rahn adalah menjadikan 
benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat 
dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.
5
  
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
gadai (rahn) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai/ 
rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
6
  
Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang 
menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk 
menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun 
bergiliran dengan tanaman palawija.
7
  
Masyarakat di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali 
menjadi tiga macam, yaitu:  
a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua 
belah pihak membagi hasil sawah sama  seperti “bagi hasil”. Yaitu 
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antara murtahin/penerima gadai dengan rahin/penggadai melakukan 
praktek dua transaksi dalam satu akad.  
b .  Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. Yaitu murtahin/ 
penerima gadai memanfaatkan barang gadai tersebut untuk 
memperoleh manfaat atau keuntungan.  
c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya. 
Yaitu murtahin/penerima gadai menyuruh orang atau buruh tani untuk 
menggarap sawah dari barang jaminan gadai dari pihak 
rahin/penggadai.
8
 
Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah 
pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak 
menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem  
pelaksanaan gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang 
kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian 
gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh 
pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga seringkali menyebabkan  petani  
terpaksa  menjual  tanahnya  dengan  harga  murah,  karena petani tidak 
memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong 
petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan  petani tidak memiliki 
pekerjaan lagi, padahal tanah itu adalah satu-satunya penghasil keluarga.
9
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Selanjutnya menggambarkan pelaksanaan gadai sawah dalam 
kehidupan sosial masyarakat Desa Sambon Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali, gadai merupakan sebuah hal yang biasa sekaligus 
menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu yang sering dilakukan oleh 
masyarakat Desa tersebut. Tradisi gadai yang ada di Desa tersebut 
dilakukan dengan datangnya pihak A yang akan menggadaikan sawahnya 
kepada pihak B kemudian pihak B memberikan  uang  pinjaman  sebesar 
kesepakatan antar pihak dengan batasan waktu sesuai kesepakatan
10
, di 
dalam kesepakatan perjanjian akad gadai itu terdapat akad baru yang 
muncul sehingga menyatu dalam akad gadai. 
Pada saat rahin (pemberi gadai) melakukan transaksi gadai 
sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau  ia harus ridha 
dengan ketentuan yang diberikan oleh murtahin (penerima gadai) 
berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan. Sedangkan dalam 
bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka 
rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah 
harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil 
kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur 
penganiayaan.
11
 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai 
pelaksanaan gadai sawah yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu  
penulis memberi judul pada permasalahan ini Penerapan Fatwa DSN-
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MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Pada Pelaksanaan 
Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Sambon Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan 
masalah yang diangkat adalah: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten 
Boyolali ? 
2. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali berdasarkan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan  masalah diatas maka tujuan penelitian 
adalah: 
1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali berdasarkan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian : 
1. Manfaat Teoritis 
7 
 
 
 
a. Dari penelitian ini, supaya bermanfaat bagi penggadai dan  
penerima gadai sawah untuk membangun kesadaran melaksanakan 
transaksi gadai berdasarkan kaidah-kaidah yang telah digariskan 
dan dituntunkan oleh syariat Islam. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi teori dalam 
pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.  
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn terhadap pelaksanaan gadai 
sawah dalam masyarakat Desa Sambon Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali, terutama dalam hal transaksi gadai sawah agar  
dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.  
E. Kerangka Teori 
1. Gadai 
a. Pengertian Gadai 
Dalam istilah bahasa Arab, gadai di istilah kan dengan rahn 
dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis, arti rahn 
adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan 
terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai 
pembayaran dari barang tersebut.
12
 Dalam bahasa Arab dikatakan 
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bahwa  apabila tidak mengalir, dan 
kata  bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang 
menyatakan, kata “rahn” bermakna “tertahan”, dengan dasar firman 
Allah,  
   
  Artinya:  
”Setiap orang tertahan oleh apa yang telah dilakukannya.” (Al-
Muddatstsir [74]: 38).
13
  
Pada ayat tersebut, kata “rahinah” bermakna “tertahan”. 
Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena 
yang tertahan itu tetap di tempatnya.
14
 
Sedangkan pengertian gadai secara istilah adalah menahan 
suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, 
maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki nilai 
harta dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan atas hutang selama 
dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau 
sebagian.
15
 Sedangkan gadai dalam hukum islam disebut dengan 
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Rahn yang berarti tetap, kekal dan jaminan. Rahn dalam hukum 
positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, dan 
rungguhan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong 
menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.
16
 
Sementara itu, ulama mazhab mendefinisikan gadai (rahn) 
sebagai berikut:
17
 
a. Mazhab Hanafi: menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap 
hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang 
tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.  
b. Mazhab Maliki: harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai 
jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta tersebut 
bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang 
diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa 
secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan. 
Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya. 
c. Mazhab Syafi‟i dan Hanbali: menjadikan materi (barang) sebagai 
jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang 
yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang 
dimaksud oleh madzhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk 
manfaat.  
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Jika melihat beberapa definisi di atas, secara garis besar para Ulama‟ tidak 
berbeda pendapat tentang karakter akad rahn. Ia adalah menjadikan barang 
sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang. Jika hutang sulit untuk 
dibayar oleh debitor, maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditor sebagai 
ganti, sebesar uang yang dihutang. 
Akan tetapi, terlihat bahwa Ulama‟ madzhab berbeda pendapat dalam 
memandang “barang” jaminan. Bagi Imam Maliki, jaminan atas suatu pinjaman 
bisa berupa harta atau manfaat dari harta. Meskipun secara aktual harta tidak 
dalam penguasaan murtahin/penerima gadai, rahin/penggadai dapat menjaminkan 
manfaat dari benda tersebut. Sedangkan bagi madzhab Syafi‟i dan Hanbali, bahwa 
jaminan hanya terbatas pada materi, meskipun keduanya juga sepakat bahwa 
manfaat juga masuk dalam kategori harta.
18
  
b. Dasar Hukum Gadai 
1. Al-Qur‟an  
 
 
Artinya: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
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maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 
yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”19 (Al-Baqarah [2]: 283).20 
2. As-Sunnah 
 
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan 
dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan 
sebuah baju besi kepadanya.”21 
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Rasulullah SAW bersabda:”Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan 
boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang 
digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang 
yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”22 
c. Rukun dan Syarat Gadai 
1. Ijab qabul (sighat) 
Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, 
asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian 
gadai di antara para pihak. 
2. Orang yang bertransaksi (Aqid) 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang 
bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin 
(penerima gadai) adalah bahwa kedua-nya harus: 
a. Telah dewasa  
b. Berakal sehat 
c. Atas keinginan sendiri secara bebas 
3. Adanya barang yang digadaikan 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan 
digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah: 
a. Dapat diserahterimakan  
b. Bermanfaat  
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c. Milik rahin (orang yang menggadaikannya) 
d. Jelas 
e. Tidak bersatu dengan harta lain 
f. Dikuasai oleh rahin (pemberi gadai) 
g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. 
h. Di samping itu barang-barang yang digadaikan haruslah 
barang yang boleh diperjual belikan. Buah-buahan yang 
belum masak tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi 
padanya boleh untuk digadaikan, karena di dalamnya tidak 
memuat unsur-unsur gharar (ketidakpastian) karena piutang 
murtahin (penerima gadai) tetap ada kendati tanaman dan 
buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami 
kerusakan. 
4. Marhun bih (utang) 
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang 
dapat dijadikan alas gadai adalah: 
a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan 
b. Utang harus lazim pada waktu akad 
c. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin (pemberi 
gadai) dan murtahin (penerima gadai).
23
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d.  Syarat-syarat Barang Gadai 
    1. Harus bisa diperjual belikan. 
     2. Harus berupa harta yang bernilai. 
    3. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak barang haram. 
    4. Harus diketahui keadaan fisiknya. 
5. Harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus atas izin pemiliknya.
24
 
e.  Status Barang Gadai 
Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak 
utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya 
ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga 
tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit. 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan 
keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti 
jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia 
melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap   
berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan 
(rahin) melunasi seluruh utangnya.
25
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f .  Operasionalisasi Hukum Gadai 
   Pelaksanaan hukum-hukum gadai, menurut Al-Jazairi sebagai 
berikut: 
Barang gadai (rahn) harus berada di tangan murtahin (penerima 
gadai) dan bukan di tangan rahin (pemberi gadai). Jika rahin (pemberi 
gadai) meminta pengembalian gadai (rahn) dari tangan murtahin 
(penerima gadai) dan bukan ditangan rahin (pemberi gadai) maka tidak 
diperbolehkan. Adapun murtahin (penerima gadai), ia diperbolehkan 
mengembalikan rahn kepada pemiliknya, karena ia mempunyai hak di 
dalamnya.
26
 
Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku “Minhajul Muslim” 
menyatakan sebagai berikut:  
Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh 
digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang dipohonnya belum 
masak, karena penjualan kedua barang tersebut haram, namun bila 
digadaikan diperbolehkan, karena tidak ada gharar (ketidakpastian) di 
dalamnya bagi murtahin, karena piutangnya tetap ada kendati tanaman 
dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.
27
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g. Pemanfaatan Barang Gadai 
Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk 
menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, 
orang yang memberi hutang tidak diperbolehkan mengambil manfaat 
dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berhutang 
mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang 
digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan, 
setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.
28
  
Ini berlaku apabila gadaian bukanlah binatang yang biasa 
ditunggangi atau diperah susunya. Apabila gadaian adalah binatang 
yang biasa ditunggangi atau diperah susunya, maka orang yang 
memberi hutang boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi 
pembiayaan yang dia keluarkan untuk merawatnya. Dia boleh 
menunggangi dan menaruh barang di atas punggung binatang yang 
dipersiapkan sebagai kendaraan, seperti unta, kuda, bagal, dan 
sejenisnya. Dia juga boleh mengambil susu binatang yang biasa diperah 
susunya, seperti sapi, kambing, dan sejenisnya.
29
  
Sebagai dasarnya adalah:  
Asy-Sya‟bi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
saw. Bersabda, 
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“Susu binatang perahan diperah karena pembiayaan untuknya 
apabila digadaikan dan binatang tunggangan ditunggangi karena 
pembiayaaannya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan 
memerah harus memberi pembiayaan padanya.” HR Bukhari, Abu 
Dawud, Tirmidzi dan Nasai.
30
  
 
Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. 
Bersabda, “Apabila binatang tunggangan digadaikan maka 
penggadai menanggung makanannya. Susu binatang perahan 
diminum dan orang yang meminum menanggung biaya hidupnya.”31 
Dalam redaksi lain,  
                                                          
30
 HR Bukhari, kitab “ar-Rahn”, bab “ar-Rahnu Markubun wa Mahlubun, “jilid V, hal: 
143. Abu Dawud, kitab “al-Buyu”, “bab” fi a- Rahn,” jilid III, hal: 795-798. Tirmidzi, kitab “al-
Buyu”, “bab” Ma Jaa fi al-Infifa bi ar-Rahn,” jilid III hal: 546. Ibnu Majah, kitab “ar-Rahn”, bab 
“ar-Rahn Markubun wa Mahlubun, “ jilid II, hal: 818. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan shahih. 
Abu Dawud berkata, Menurutku, hadits ini sahih.  
31
 Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahih Bukhari, Kitab ar-Rahn, Bab ar-Rahn 
Markub wa Mahlub (Fathul-Bari, jilid V, hlm. 143); Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud, 
Kitab al-Buyu, Bab fi ar-Rahn, jilid III, hlm. 795-798; Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab al-
Buyu, Bab Ma Ja „a fil-Intifa‟ bi ar-Rahn, jilid III, hlm. 546; dan Ibnu Majah di dalam Sunan Ibni 
Majah, Kitab ar- Ruhun, Bab ar-Rahn Markub wa Mahlub, jilid II, hlm. 816. Menurut Tirmdizi, 
hadits ini hasan-sahih.  
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“Jika binatang tunggangan digadaikan, maka penggadai 
menanggung makanannya. Susu binatang perahan diminum dan 
orang yang meminum menanggung biaya hidupnya.”32 
 
Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
saw. Bersabda, 
 
“(Binatang) gadaian boleh diperah dan ditunggangi.”33 
Dalam riwayat lain, “(Binatang) gadaian boleh ditunggangi dan 
diperah.” 
h. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo 
Karena merupakan jaminan atas utang yang jika jatuh tempo 
penggadai tidak bisa melunasi utangnya tetapi bisa diambilkan dari 
barang gadaian tersebut, pelunasan melalui penjualan barang gadai 
haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh 
                                                          
32
 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad Ahmad, jilid II, hlm. 228.  
33
 Diriwayatkan oleh Hakim di dalam Mustadrak Hakim, jilid II, hlm. 58; Baihaqi di 
dalam Sunan Baihaqi, jilid VI, hlm. 38; dan Daruquthni di dalam Sunan Daruquthni, jilid III. Hlm. 
34 dan 74. Dalam Talkhishul-Habir, jilid III, hlm. 36, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini 
dianggap cacat karena kemauqufannya. Ibnu Abi Hatim berkata, „Bapakku mengatakan bahwa 
rawi hadits ini memarfukkannya pada suatu kali, lalu dia meninggalkan pemarfukan setelah itu. 
“Sementara Daruquthni mengembalikan riwayat yang mauquf kepada riwayat yang marfuk.” 
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penggadai (rahin). Artinya, jika setelah barang tersebut terjual 
ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai maka selebihnya 
adalah menjadi hak penggadai.
34
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka di sini berisi uraian singkat hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis. 
Skripsi saudara Empip Hapipah yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir 
Kidul Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten” berkesimpulan 
bahwa gadai yang terjadi di Desa Tegal Kunir tidak sesuai dengan 
prinsip hukum Islam. Karena dalam prakteknya gadai di Desa tersebut 
menggunakan „urf yang bertentangan dengan nash dan prinsip hukum 
Islam.
35
 
Skripsi saudara Laila Isnawati dengan judul “Pemanfaatan 
Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan 
Weru Kabupaten Sukoharjo” skripsi tersebut menjelaskan  tentang  
faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa tersebut 
melaksanakan gadai tanah (sawah) dan pemanfaatan barang jaminan 
oleh pihak kreditur/murtahin secara penuh tidak diperbolehkan karena 
                                                          
34
 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 
59.  
35
 Empip Hapipah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal 
Kunir Kidul Kecamatan Mauk Kabupaten Tanggerang Banten”, Skripsi Program Studi Muamalat 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk 
menambah kepercayaan kepada kreditur.
36
 
Skripsi saudara Supriadi dengan judul skripsi “Gadai Tanah 
Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam” 
berkesimpulan bahwa dari segi rukun dan syarat, praktek gadai yang 
terjadi pada masyarakat Bugis telah sesuai dengan prinsip hukum 
Islam. Tetapi dari segi pemanfaatan barang dia menyimpulkan bahwa 
praktek gadai yang terjadi di masyarakat Bugis belum sesuai dengan 
prinsip hukum Islam.
37
 
Pembahasan penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu 
dikarenakan penelitian ini berfokus pada sistem atau pelaksanaannya, 
dalam pelaksanaannya ditinjau dari akad dan pembagian hasil sawah 
dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.  
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
  Dari segi lokasi yang akan dilakukan  penelitian, maka penelitian 
ini berupa penelitian lapangan (field reserch). Berdasarkan jenis dan 
tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif.  
                                                          
36
 Laila Isnawati, “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan 
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo”, Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
37
 Supriadi, “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”, 
Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2004. 
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  Deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala 
tertentu.
38
 Kualitatif yaitu suatu metode interpretative, karena data hasil 
penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang 
ditemukan dilapangan.
39
 
2. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
deskriptif yaitu pendekatan yang menganalisis dan mengkaji fakta 
secara sisitematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan 
disimpulkan.
40
 
3. Sumber Data 
 Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat 
memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian 
di atas, yaitu:  
a. Sumber data primer 
 Adapun  yang  dimaksud  dengan  data  primer  ialah  data  yang 
diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian 
atau yang memerlukannya.
41 
Dalam penelitian ini peneliti memperoleh 
data langsung dengan pihak yang melakukan gadai sawah yaitu antara 
pemberi gadai, penerima gadai dan buruh tani di Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali melalui wawancara. 
                                                          
38
 Sukandarrumidi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 
hlm. 35. 
39
 Ibid.,  hlm. 72. 
40
 Dharminto, ”Metode Penelitian dan Penelitian Sampel”, Monograph, 
http://eprints.Undip .ac.id/5613/, diakses 26 Januari 2010, jam 14.22. 
41
 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 94.  
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b. Sumber data sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari 
bahan kepustakaan.
42
 Data sekunder sifatnya membantu untuk 
melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber- sumber 
data yang berkaitan dengan penelitian ini. 
4. Tempat dan Subjek Penelitian 
a. Tempat Penelitian 
Peneliti mengambil tempat lokasi di Desa Sambon Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali sebagai daerah penelitian. 
b. Subjek Penelitian 
Sumber data penelitian dalam penelitian kualitatif adalah subjek 
penelitian   atau informan. Informan yang akan memberikan berbagai 
macam pertanyaan yang diperlukan selama proses penelitian. Informan 
penelitian ini adalah para Penggadai Sawah, Penerima Gadai Sawah 
dan Buruh Sawah di Desa Sambon. Metode penentuan subyek dalam 
penelitian ini adalah para penggadai sawah, penerima gadai sawah dan 
buruh sawah yang berjumlah 6 orang. Dari enam orang itu di ambil 2 
(dua) orang sebagai penggadai yang memiliki sawah, 2 (dua) orang 
adalah Penerima Gadai Sawah, dan 2 (dua) orang adalah para Buruh 
Tani yaitu Masyarakat Desa Sambon Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali. Pemilihan responden dalam skripsi ini yang 
terlibat langsung dalam peristiwa gadai sawah di Desa Sambon. 
                                                          
42
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.  
23 
 
 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
  Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. 
Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 
terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung disebut 
dengan observasi.
43
 
  Observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan pencarian data 
dokumentasi dan pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan antara 
penggadai, penerima gadai dan buruh tani dalam masyarakat Desa 
Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. 
b. Wawancara 
Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau 
merekam jawaban-jawaban responden.
44
 Metode ini akan digunakan 
untuk mewawancarai dari pihak yang melaksanakan gadai sawah yaitu 
penggadai sawah (rahin), penerima gadai sawah (murtahin) dan buruh 
tani. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yang penyusun maksudkan adalah usaha 
pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan 
                                                          
43
 Mahmud,  Metode  Penelitian  Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setya, 2011), hlm. 168. 
44
 Ibid., hlm. 173. 
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dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan 
serta monografi desa yang terdapat dalam agenda atau arsip yang 
ada dilokasi tersebut. 
6. Teknik Analisis Data 
Data berupa informasi yang telah diperoleh dari observasi 
maupun wawancara dikumpulkan menjadi satu dan kemudian 
dilakukan pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelola, mensintesiskan dan menemukan pola yang 
kemudian dapat membantu peneliti untuk menentukan mana data 
yang penting atau yang tidak penting untuk dipelajari.
45
 Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif dengan pola fikir induktif. Pola induktif adalah metode yang 
digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke 
umum.
46
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi ini, 
maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yakni 
sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini dibahas 
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
                                                          
45
 Ibid., hlm. 67. 
46
 Puji Isdriani, Seribu Pena Bahasa Indonesia (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), 
hlm. 173. 
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Bab kedua adalah landasan teori yang membahas tentang 
Konsep Gadai menurut Hukum Islam, pembahasan umum mengenai 
pandangan Islam mengenai konsep akad gadai dan pembahasan 
umum mengenai pandangan Islam mengenai pelaksanaan akad gadai 
(ar-rahn). Yakni berkaitan dengan definisi pengertian gadai (ar-
rahn), dasar hukum, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban pihak 
gadai, pemanfaatan barang gadai, waktu berakhirnya gadai.  
Bab ketiga adalah membahas tentang gambaran umum 
tentang pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali. Meliputi uraian tentang letak 
geografis daerah dan pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. 
Bab keempat adalah membahas tentang tinjauan hukum Islam 
terhadap pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali. Meliputi akad gadai sawah di Desa 
Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali ditinjau dari 
rukun dan syarat gadai, hak menahan barang ditinjau dari hak 
pemegang gadai, ketentuan mengenai pemanfaataan barang gadai 
ditinjau dari fiqh empat madzhab dan hasil yang diperoleh murtahin 
(penerima gadai) dari memelihara Marhun. 
Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian 
selanjutnya. 
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BAB II 
KONSEP GADAI (RAHN) DALAM HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Gadai 
Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan 
jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai 
tanggungan utang. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah 
terkurung atau terjerat, disamping itu rahn diartikan pula secara tetap, 
kekal dan jaminan.
1
 
Sedangkan secara istilah, rahn berarti menjadikan sebuah barang 
sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak 
bisa membayar utang.
2
 
Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang 
mempunyai nilai harta menurut syarak sebagai jaminan hutang, 
sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia 
bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini 
merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang 
menghutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang 
berhutang baik jaminan berupa barang bergerak, maupun barang 
berupa benda tidak bergerak.
3
 
                                                          
1
  Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14. 
2
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. 102. 
3
Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan 
Institusionalisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 89. 
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Menurut Dewan Syariah Nasional (secara terminologi), rahn 
adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.
4
 
Menurut istilah syara’ ar-rahn terdapat beberapa pengertian 
diantaranya:  
1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan 
menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.  
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau 
penguat kepercayaan dalam utang piutang.  
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak 
yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. 
Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan 
dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap 
dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang 
dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang 
tersebut.
5
 
Sedangkan gadai dalam hukum Islam disebut dengan Rahn yang 
berarti tetap, kekal dan jaminan. Rahn dalam hukum positif Indonesia 
disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam 
rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa 
adanya imbalan jasa.
6
 
                                                          
4
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. 
5
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan 
Institusionalisasi, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112. 
6
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 15. 
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Sementara itu, Ulama madzhab mendefinisikan rahn sebagai 
berikut:
7
 
a. Madzhab Hanafi: Menjadikan suatu barang sebagai jaminan 
terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar 
hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.  
b. Madzhab Maliki: Harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai 
jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta tersebut 
bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang 
diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa 
secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan. 
Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya. 
c. Madzhab Syafi‟i dan Hanbali: Menjadikan materi (barang) sebagai 
jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang 
yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang 
dimaksud oleh madzhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk 
manfaat.  
Jika melihat beberapa definisi di atas, secara garis besar para 
Ulama‟ tidak berbeda pendapat tentang karakter akad rahn. Ia adalah 
menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang 
piutang. Jika hutang sulit untuk dibayar oleh debitor, maka barang 
tersebut dapat diambil oleh kreditor sebagai ganti, sebesar uang yang 
dihutang. 
                                                          
7
 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.148. 
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Akan tetapi, terlihat bahwa Ulama‟ madzhab berbeda pendapat 
dalam memandang “barang” jaminan. Bagi Imam Maliki, jaminan atas 
suatu pinjaman bisa berupa harta atau manfaat dari harta. Meskipun 
secara aktual harta tidak dalam penguasaan murtahin, rahin dapat 
menjaminkan manfaat dari benda tersebut. Sedangkan bagi madzhab 
Syafi‟i dan Hanbali, bahwa jaminan hanya terbatas pada materi, 
meskipun keduanya juga sepakat bahwa manfaat juga masuk dalam 
kategori harta.
8
 
B. Dasar Hukum Gadai 
Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-
Qur‟an, sunnah dan ijtihad. 
1. Al-Qur‟an 
Ayat Al-Qur‟an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai 
adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283: 
 
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya”.9 
 
                                                          
8
 Ibid., hlm. 147. 
9
 Fadhilah al-Shaykh Muhammad „Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam (ttp: tp, tt), 175. 
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjaka.” (Al-Baqarah: 283).10 
Ayat ini menerangkan tentang muamalah yang dilakukan 
tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada 
juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang 
tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang 
juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang 
tanggungan (borg) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. 
                                                          
10
 Mahmud Yunus, Tarjamah Al-Qur’an al Karim (Bandung: Al ma‟arif, 1990), hlm. 45.  
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Kecuali jika masing-masing percaya-mempercayai dan 
menyerahkan/ berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu 
boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan. Ayat ini tidaklah 
menetapkan bahwa borg itu hanya boleh dilakukan dengan syarat 
dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru 
tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan 
tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai borg. Dalam 
keadaan yang lain boleh juga memakai borg sesuai dengan hadist 
yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah 
menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.
11
 
Pada ayat yang lalu Allah swt. Memperingatkan bahwa 
manusia janganlah enggan menjadi juru tulis atau enggan 
memberikan persaksian bila diminta. Kemudian pada ayat ini Allah 
menegaskan lagi agar jangan menyembunyikan kesaksian. 
Penegasan yang demikian mengisyaratkan bahwa penulis dan 
kesaksian itu menolong manusia dalam menjaga hartanya, dan 
janganlah lengah melakukannya, demikian pula janganlah 
hendaknya pemilik harta disusahkan karena meminjamkan 
hartanya, dan tidak dibayar pada waktunya, sebagaimana Firman 
Allah swt. Dalam surah al-Israa‟ (17:36): 
                                                          
11
 Veithzal Rivai, dkk Dasar-dasar Keuangan Islam, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 
2012), hlm. 235. 
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“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabanya”.12 
Dengan keterangan di atas bukanlah berarti bahwa semua 
perjanjian muamalah wajib ditulis juru tulis dan disaksikan oleh 
saksi-saksi, tetapi maksudnya agar kaum muslimin selalu 
memikirkan dan meneliti terhadap muamalah yang akan 
dilakukannya. Bila muamalah itu muamalah yang dilakukan setiap 
hari, seperti jual beli yang dilakukan di pasar sehari-hari dan tidak 
menimbulkan akibat yang tidak diingini dikemudian hari serta 
dilandasi percaya-mempercayai, maka muamalah yang demikian 
tidak perlu ditulis dan disaksikan. Sebaliknya bila muamalah itu 
diduga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diingini dikemudian 
hari, maka muamalah itu wajib ditulis dan disaksikan. 
Dikaitkannya utang piutang dengan safar pada ayat di atas 
hanyalah karena disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi 
pada umumnya saat itu, sehingga mahfum dalam ayat di atas tidak 
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 Muhammad Fu‟ad, Tarjamah Al-Qur’an al Karim (Bandung: Al-Karim, 1981), hlm. 
40.  
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berlaku, artinya untuk melakukan rahn tidak harus dalam safar. 
Ketika muqim juga boleh, hal ini ditegaskan oleh riwayat berikut: 
Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw pernah membeli makanan 
dari seorang Yahudi secara bertempo, dan beliau menggadaikan 
baju besinya kepada orang Yahudi itu. (Muttafaqun‟ alaih). 
2. As-Sunnah 
 
“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan 
dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan 
sebuah baju besi kepadanya.”13 
 
Rasulullah SAW bersabda:”Tunggangan (kendaraan) yang 
digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan 
binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan 
                                                          
13
 HR Bukhari, kitab “ar rahn”, bab “ar-Rahn „m‟a al-Yahudi wa Ghairihim”, dalam Fath 
al-Bari, jilid V, hal: 145. Muslim, Kitab “al-Masaqat”, bab” ar-Rahn wa Jawazuhu fl a-Hadhari wa 
as-Safar”, jilid III, hal: 1226.  
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menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan 
memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan 
pemeliharaan.”14 
3. Ijtihad 
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur 
ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih 
pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa 
disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu 
bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW 
terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. 
Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. 
Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan di mana pada 
umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian. Adh-Dhahak dan 
penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak 
disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi. 
Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis 
tersebut.
15
 
C. Rukun dan Syarat Gadai 
Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat 
ar-rahn. Menurut jumhur ulama, rukun ar-rahn ada empat, yaitu 
shighat (lafazh ijab kabul), orang yang berakad (ar-rahin dan al-
                                                          
14
 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad Ahmad, jilid II, hlm. 228.  
15
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi Dan 
Institusionalisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 113. 
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murtahin), harta yang dijadikan agunan (al-marhun), dan utang (al-
marhun bih), sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 
ar-rahn hanya ijab dan kabul. Di Samping itu, untuk menyempurnakan 
dan mengikatnya akad ar-rahn diperlukan adanya al-qabdh 
(tanggungan) oleh pemberi utang. Adapun orang yang melakukan akad 
harta yang dijadikan agunan dan utang menurut ulama Hanafiyah 
termasuk syarat ar-rahn, bukan rukunya.
16
 
Syarat-syarat ar-rahn menurut ulama fiqh sesuai dengan rukun ar-
rahn meliputi sebagai berikut:  
1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad, yaitu cakap 
dalam bertindak hukum menurut jumhur ulama, yaitu orang yang 
baliq dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, cukup 
dengan berakal sehat saja.  
2. Syarat yang berkaitan dengan shighat ulama Hanafiyah 
mengatakan dalam akad ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan akad 
tertentu atau dengan masa yang akan datang karena akad ar-rahn 
sama dengan akad jual beli. Jika ada syarat yang dikaitkan dengan 
masa yang akan datang, syaratnya batal sekalipun akadnya sah. 
Adapun menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, apabila 
mendukung kelancaran akad, syarat-syarat tersebut dibolehkan. 
Akan tetapi, jika bertentangan dengan kebiasaan akad ar-rahn 
maka syaratnya batal.  
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 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Permata, 2000), hlm. 251. 
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3. Syarat yang berkaitan dengan al-marhun. Syarat ini meliputi 
beberapa hal. Pertama, barang jaminan tersebut boleh dijual dan 
nilainya seimbang dengan utang. Kedua, barang jaminan itu jelas 
dan tertentu. Ketiga, barang jaminan tersebut bernilai harta dan 
boleh dimanfaatkan. Keempat, agunan itu milik sah orang yang 
berutang. Kelima, barang jaminan itu tidak berkaitan dengan orang 
lain. Keenam, barang jaminan merupakan harta yang utuh tidak 
bertebaran dalam beberapa tempat. Ketujuh, barang jaminan itu 
boleh diserahkan materi atau manfaatnya.  
4. Syarat yang berkenaan dengan al-marhun. Hal ini meliputi bahwa 
utang itu merupakan hal yang wajib dikembalikan kepada orang 
yang berutang, utang boleh dilunasi dengan agunan, dan utang 
harus jelas dan tertentu.
17
 
Sedangkan menurut Mohammad Anwar dalam buku Fiqh 
Islam menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai 
adalah sebagai berikut:  
1. Ijab qabul (sighot). 
Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun 
lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya 
perjanjian gadai di antara para pihak.  
2. Orang yang bertransaksi (Aqid). 
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 Ibnu Rusyd, Bidayat Al-Mujtahid, Terjemah A. Hanafi, hlm. 268. 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi 
gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima 
gadai) adalah:  
a. Telah dewasa; 
b. Berakal; 
c. Atas keinginan sendiri.  
3. Adanya barang yang digadaikan (marhun). 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan 
digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:  
a. Dapat diserahterimakan  
b. Bermanfaat 
c. Milik rahin (orang yang menggadaikan) 
d. Jelas 
e. Tidak bersatu dengan harta lain 
f. Dikuasai oleh rahin 
g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. 
Abu Bakr Jabir Al- Jazairi dalam buku “Minhajul Muslim” 
menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh 
diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan 
buah-buahan di pohonnya yang belum masak. Karena 
penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum 
masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang dijadikan 
barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di dalamnya tidak 
38 
 
 
 
memuat unsur gharar bagi murtahin. Dinyatakan tidak 
mengandung unsur gharar karena piutang murtahin tetap ada 
kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya 
mengalami kerusakan. 
4. Marhun bih (utang). 
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang 
dapat dijadikan alas gadai adalah:  
a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan; 
b. Utang harus lazim pada waktu akad; 
c. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. 
Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara rahin dan 
murtahin, maka ucapan yang diterima ialah ucapan rahin dengan disuruh 
bersumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi 
jika yang diperselisihkan adalah mengenai marhun, maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan murtahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika 
rahin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya. 
Jika murtahin mengklaim telah mengembalikan rahn dan rahin tidak 
mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan rahin dengan 
disuruh bersumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti 
yang menguatkan klaimnya.  
Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, 
setelah akad orang yang menggadaikan (rahin) dipaksakan untuk 
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menyerahkan borg untuk dipegang oleh yang memegang gadaian 
(murtahin).
18
 Sedangkan menurut Al-Jazairi marhun boleh dititipkan 
kepada orang yang bisa dipercaya selain murtahin sebab yang terpenting 
dari marhun tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang 
bisa dipercaya.  
D. Hak dan Kewajiban dalam Gadai 
a. Hak Penerima Gadai 
1. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai 
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.  
3. Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan 
barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.  
b. Kewajiban Penerima Gadai 
1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya 
barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya.  
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan sendiri.  
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum 
diadakan pelelangan barang gadai.  
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : Alma‟arif, 1987), hlm. 141.  
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c. Hak penggadai:  
1. Penggadai berhak mendapatkan barang gadainya kembali setelah ia 
mampu melunasi semua pinjamannya.  
2. Penggadai berhak menuntut ganti rugi atas rusaknya atau hilangnya 
barang gadai, apabila itu disebabkan kelalaian penerima gadai.  
3. Penggadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai 
setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.  
d. Kewajiban penggadai:  
1. Penggadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam 
waktu yang telah ditentukan.  
2. Penggadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, 
apabila dalam waktu yang telah ditentukan penggadai tidak dapat 
melunasinya.
19
 
E. Pemanfaatan Barang Gadai 
1. Pemanfaatan rahin atas borg (barang yang digadaikan). 
a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh 
memanfaatkan barang tanpa seizin murtahin, begitu pula 
murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. 
Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah. 
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika borg sudah berada di 
tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkan.
20
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 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 33-34. 
20
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Alma‟arif, 1987), hlm. 141. 
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c. Ulama Safi‟iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk 
memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, 
tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, 
menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan 
barang berkurang, seperti sawah, kebun, rahn harus meminta 
izin pada murtahin. 
2. Pemanfaatan murtahin atas borg. 
a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 
memanfaatkan borg sebab dia hanya berhak menguasainya dan 
tidak boleh memanfaatkannya.  
b. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan borg 
jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan 
barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta 
ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada 
dengan pendapat ulama safi‟iyah. 
c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka 
berpendapat, jika borg berupa hewan, murtahin boleh 
memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya 
sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin. 
Adapun borg selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali 
atas izin rahin. 
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  Menurut Sabiq
21
, akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan 
dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan 
memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti qiradh yang 
mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat 
adalah riba. Keadaan seperti qiradh yang mengandung unsur riba ini, jika 
borgnya bukan berbentuk bintang yang bisa ditunggangi atau binatang 
ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, 
murtahin boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan 
binatang tersebut. Murtahin boleh memanfaatkan binatang yang bisa 
ditunggangi seperti unta, kuda, keledai dan lain sebagainya. Murtahin juga 
dapat mengambil susu sapi, kambing dan lain sebagainya. 
 Segala hasil dan risiko dari barang agunan menjadi tanggung jawab 
orang yang memanfaatkannya. Apabila barang yang dimanfaatkan rusak, 
orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti rugi. 
Menurut ulama Syafi‟iyah, dalam hal memanfaatkan barang, pemilik tidak 
perlu meminta izin kepada pemegang agunan. Alasannya barang itu adalah 
miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk 
memanfaatkan hak miliknya. Namun, pemanfaatan barang tidak boleh 
merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi 
kerusakan ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung 
jawab untuk itu. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa pemilik 
tidak boleh memanfaatkan barang agunan, baik diizinkan oleh pemegang 
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 Ibid., hlm. 141-143. 
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agunan maupun tidak, karena barang tersebut berstatus sebagai jaminan 
utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.  
 Menurut Fathi-Adduraini,
22
 kehati-hatian para ulama fiqh dalam 
menetapkan hukum pemanfaatan barang agunan oleh pemegang agunan 
atau pemilik bertujuan untuk menghindari praktik riba, karena hakikat 
rahn dalam Islam adalah akad yang dijalankan tanpa imbalan jasa dan 
tujuannya untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, ulama fiqh menyatakan 
bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan 
syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan barang agunan, 
maka akad rahn tersebut dianggap tidak sah. 
 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
penerima barang gadaian boleh mengambil manfaat dari barang yang 
dijadikan gadai (barang gadaian) atau mengenakan biaya terhadap pemberi 
gadai sebagai imbalan atau pemeliharaan barang tersebut. Dari ketentuan 
Pasal 1158 KUH Perdata dapat disimpulkan, bahwa jika suatu piutang 
digadaikan dan piutang tersebut menghasilkan bunga, maka si berpiutang 
boleh memperhitungkannya dengan bunga yang harus dibayar oleh si 
berutang. 
F. Waktu Berakhirnya Akad Gadai 
  Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, ia 
dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan 
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 Nasrun Haoren, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Media Pratama, 2002), hlm. 203.  
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terjadinya kejadian tertentu dapat memberhentikan akad atau 
perjanjian yang bersangkutan sebelum masa berlakunya habis.
23
 
  Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah 
diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si 
berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun 
seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan 
pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai 
untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan 
oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta 
pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi 
hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk 
menjual barang gadaian tersebut. 
  Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan 
ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, 
maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. 
Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum 
dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya 
kewajiban untuk membayar kekurangannya.  
  Sayyid Sabiq
24
 mengatakan jika terdapat klausula murtahin berhak 
menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka 
ini dibolehkan. Argumentasi yang ajukan adalah bahwa menjadi 
haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian 
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 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2010), hlm. 128. 
24
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : Alma‟arif, 1987), hlm. 145. 
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tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As- Syafi‟i yang 
memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai 
adalah batal demi hukum.
25
  
  Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang 
yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, 
maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. 
Praktik semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Hal ini 
tertuang dalam hadis dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja‟far: bahwa 
seseorang mem-borg-kan sebuah rumah di Madinah untuk jangka 
waktu tertentu. Kemudian nasabnya lewat. Lalu si pemegang borg 
(murtahin) menyatakan bahwa “ini menjadi rumahku”.  
 Hal ini disetujui juga oleh Al-Jazairi yang mengatakan bahwa jika 
rahin mensyaratkan marhun tidak dijual ketika hutangnya jatuh tempo, 
maka rahn menjadi batal. Bagitu pula jika murtahin mensyaratkan 
kepada rahin bahwa marhun menjadi milik murtahin jika rahin tidak 
membayar hutangnya maka ini juga tidak sah (batal).
26
 
 Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.  
2) Rahin membayar hutangnya.  
3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.  
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 Ibid., hlm. 145. 
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 Al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 
533. 
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4) Pembahasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada 
persetujuan dari pihak rahin.  
 Ibnu Al-Mundzir mengatakan; “semua orang yang alim 
sependapat, bahwa siapa yang mem-borg- kan sesuatu dengan 
harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki 
mengelurkan sebagian borg (lagi), sesungguhnya yang demikian 
itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari 
haknya atau pemberi hutang membebaskannya.
27
 
 Jika marhun mengalami kerusakan karena keteledoran 
murtahin, maka murtahin wajib mengganti marhun tersebut. Tetapi 
jika bukan disebabkan oleh murtahin maka murtahin tidak wajib 
mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan rahin.  
 Jika rahin meninggal dunia atau pailit maka murtahin lebih 
berhak (preferen) atas marhun daripada semua kraditur. Jika hasil 
penjualan marhun tidak mencukupi piutangnya, maka murtahin 
memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta 
peninggalan rahin. 
28
 
a.  Berakhirnya akad rahn, menurut Wahbah Az-Zuhaili29 dikarenakan 
hal-hal berikut. 
1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. 
2) Rahin (penggadai) membayar utangnya.  
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : Alma‟arif, 1987), hlm. 144.  
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 Al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 
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3) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas 
permintaan rahin. 
4) Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan 
pemindahan oleh murtahin. 
5) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari 
pihak rahin. 
6) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin. 
7) Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau 
shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin. 
8) Meninggalnya rahin (menurut Malikiyah) dan atau murtahin 
(menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi‟iyah dan Hanabilah, 
menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn. 
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata gadai 
berakhir apabila:  
1) Hapusnya utang yang ditanggung; 
2) Dilepaskan secara sukarela; 
3) Barang tanggungan hilang; 
4) Barang tanggung musnah (hapus); 
5) Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi 
pemilik dari barang yang digadaikan. 
G. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN- 
MUI/III/2002 Tentang Rahn 
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1. Latar Belakang Pembentukan DSN-MUI 
MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan 
pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat 
operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 
juli 1975 M atau 17 rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama 
nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis 
Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 
1975. 
Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor: 
a. Wadah ini  telah  lama  menjadi  hasrat  umat  Islam  dan 
pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa ulama    
memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-nasihat 
mereka dicari umat, sehingga  program  pemerintah  khususnya  
menyangkut  keagamaan akan berjalan baik bila mendapat dukungan 
ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama. 
b. Peran Ulama yang dirasakan sangat penting.30 
Motivasi  mendirikan  MUI  Pusat  pada  saat  itu  adalah  agar 
pemerintah  mengadakan  pembinaan  terhadap  kegiatan  
masyarakat yang dianggap penting. Peran dan tugas MUI Pusat 
ketika itu hanya mencari dukungan untuk pemerintah dari pihak 
ulama. 
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 Ainul Rokhim Faqih, Hukum Islam Dan Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
hlm. 35.  
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Pusat dakwah Islam Indonesia yang dibentuk Menteri Agama 
RI 14 September 1969 memprakarsai penyelenggaraan loka karya 
muballigh se-Indonesia (26-29 November 1974). Loka karya ini 
melahirkan sebuah konsensus bahwa diperlukan adanya majlis ulama 
sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan 
efisien guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam 
Indonesia terhadap pembangunan. Hal tersebut diperkuat oleh amanat 
Presiden Soeharto pada saat itu yang juga mengharapkan segera 
dibentuknya Majelis Ulama Indonesia. 
Dalam sebuah musyawarah yang dihadiri dua puluh enam orang 
ulama   yang  mewakili   26  Propinsi  di   Indonesia,  10  orang  ulama 
merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, 
Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washiliyah, Math‟laul Anwar, 
GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari dinas 
Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh atau 
cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, dihasilkan sebuah 
kesepakatan untuk membentuk wadah bermusyawarahnya para ulama, 
Zu’amma dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah 
“PIAGAM BERDIRINYA MUI” yang ditandatangani oleh seluruh 
peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional 
Ulama. 
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia 
tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun 
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merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan 
politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan 
rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis 
Ulama Indonesia   sebagai   wadah   musyawarah   para   ulama,   
zu‟ama   dan cendekiawan muslim berusaha untuk:31 
1.   Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia 
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 
diridhoi Allah Subhanahu wa Ta‟ala; 
2.  Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar- 
umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa 
serta; 
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan 
penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 
mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta 
kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin 
dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat 
khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi 
secara timbal balik. Akhirnya, melalui Menteri Agama dengan surat 
yang bernomor 28, pada tanggal 1 Juli 1975 dibentuklah sebuah 
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 Ibid., hlm. 37. 
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panitia Munas 1 MUI yang  kemudian  melahirkan  keputusan  untuk  
membentuk  MUI dengan memberikan kepercayaan kepada Prof. Dr. 
HAMKA sebagai ketuanya. Pembentukan  MUI  dimaksudkan  agar  
para  ulama  mempunyai  wadah dalam ke ikut sertaan menciptakan 
masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur serta diridhoi Allah 
SWT.
32
 
Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali 
kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali 
pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. 
Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. 
M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga 
telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan 
dua  yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis 
para ulama ini.
33
 
Adapun dasar pemikiran pembentukan DSN adalah: 
a.   Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan 
syari‟ah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan 
Pengawas Syari‟ah Nasional pada lembaga keuangan, 
dipandang perlu didirikan Dewan Syari‟ah Nasional yang akan 
menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan 
fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari 
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 Ibid., hlm. 38.  
33
 http://www.mui.or.id/index.53, dikutib sabtu, 12 Maret 2011, jam 10.00. 
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masing-masing Dewan Pengawas Syari‟ah yang ada di 
lembaga syari‟ah. 
b.   Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah 
efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu 
yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan 
Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong 
penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. 
c.  Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam 
menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang 
dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. 
2.  Visi Misi 
MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, 
dan cendikiawan  muslim  adalah  gerakan  masyarakat.  Dalam  
hal  ini,  MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi 
kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung 
tinggi semangat kemandirian, oleh karena  itu,  MUI  juga  
mempunyai  visi,  misi  dan  peran  penting  MUI sebagai berikut : 
1. Visi 
Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah 
swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju 
masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi  terwujudnya 
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kejayaan  Islam  dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia sebagai 
manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 
'alamin). 
2.   Misi 
a.   Menggerakkan  kepemimpinan  dan  kelembagaan  umat  
secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan 
(qudwah hasanah),  sehingga  mampu  mengarahkan  dan  
membina  umat Islam dalam menanamkan dan memupuk 
aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah; 
b.   Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar 
dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud 
masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai 
aspek kehidupan; 
c.  Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan 
dalam mewujudkan persatuan dan  kesatuan  umat  Islam  
dalam  wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34
 
3.  Orientasi Dan Peran MUI 
MUI dalam pedoman dasarnya (pasal 5) menyebutkan 
bahwa berdirinya MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 
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 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis 
Ulama Indonesia Tahun 2005, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005), hlm. 20-21.  
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yang berkualitas (khaira  ummah),  dan  Negara  yang  aman,  
damai,  adil  dan  makmur rohaniah dan jasmaniyah yang diridlai 
Allah SWT. MUI juga menempatkan Sembilan orientasi sebagai 
bentuk pengkhidmatan, yaitu: 
1. Diniyyah 
MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari 
semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang 
kaffah. 
2. Irsyadiyyah  
MUI merupakan wadah pengkhidmatan dahwah wal irsyat, 
yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan 
serta melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar dalam arti 
yang seluas- luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk 
dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah. 
3. Istijabiyyah 
MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang berorientasi 
istijabiyyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan 
responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi 
masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam 
semangat berlomba dan kebaikan. 
4. Hurriyyah 
MUI  merupakan  wadah  pengkhidmatan  independen  yang 
bebas dan merdeka serta tidak dan tergantung maupun 
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terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, 
mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
35
 
5. Ta‟awuniyah 
MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari 
diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan 
ketaqwaan dalam membela  kaum  dhu‟afa  untuk  meningkatkan  
harkat  dan  martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. 
Semangat ini dilaksanakan atas dasar   persaudaraan   dikalangan   
seluruh   umat   Islam   (ukhuwwah Islamiyah). Ini merupakan 
landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan  
kebangsaan  (ukhuwwah  wathaniyyah)  dan memperkukuh 
persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah). 
6. Syurriyah 
MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang menekankan 
prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui 
pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif 
terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di 
dalam masyarakat. 
7. Tasamuh 
MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang 
mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi 
masalah-masalah khilafiyah. 
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 Ibid., hlm. 22. 
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8. Qudwah 
MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang 
mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa 
kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat. 
9. Addualiyah 
MUI merupakan wadah pengkhidmatan   yang   menyadari 
dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif 
memperjuangkan perdamaian dan tatanandunia sesuai dengan 
ajaran Islam. 
Dalam hal peran, MUI mengagendakan organisasi ini pada enam 
peran utama, yaitu:  
a) Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (warasat al anbiya). Yaitu 
menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu 
kebijakan yang arif dan bijaksana berdasarkan Islam. 
b)  Sebagai pemberi fatwa (mufti). Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI 
mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia 
yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi 
keagamaannya. 
c)  Sebagai pembimbing dan pelayanan umat. Yaitu, melayani umat dan 
bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. 
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d) Sebagai penegak amar ma‟ruf nahi munkar. Yaitu, menegaskan 
kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan 
penuh hikmah dan istiqamah. 
e) Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (al tajdid). Yaitu, gerakan 
pembaharuan pemikiran Islam. 
f)   Sebagai pelopor gerakan ishlah.
36
 
2. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn 
Ketentuan  gadai  syariah  telah  diatur  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah 
Nasional tahun 2002 tantang rahn sebagai berikut:  
Pertama : Hukum 
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai     
barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan 
dengan ketentuan sebagai berikut. 
  Kedua : Ketentuan Umum 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin 
(yang menyerahkan barang) dilunasi.  
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. 
Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
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 Ainul Rokhim Faqih, Hukum Islam Dan Fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
hlm. 37-41. 
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Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu 
sekedar menganti biaya pemeliharaan dan 
perawatanhya.  
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga 
oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.  
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun 
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
5. Penjualan Marhun  
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus 
memperingatkan Rahin untuk segera melunasi 
hutangnya.  
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi 
hutangnya, maka Marhun dijual paksa/di eksekusi 
melalui lelang sesuai dengan syariah.  
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi 
hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 
belum dibayar serta biaya penjualan.  
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d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
37
 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/IIIs/2002 tentang Rahn. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI 
DESA SAMBON KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN 
BOYOLALI 
A. Gambaran Umum Desa Sambon  
1. Sejarah Desa Sambon  
Desa Sambon merupakan salah satu desa di Kecamatan 
Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa sambon 
memiliki luas wilayah 193, 4800 Ha. Masyarakat Desa Sambon yang 
masih cenderung homegen dalam artian belum begitu banyak 
pendatang yang bermukim di Desa Sambon, daluhu belum ada 
perumahan namun sekarang tambah pemukiman perumahan yang ada 
di Desa Sambon yaitu di RT 22 dan RT 23. Perumahan yang 
kebanyakan yang menempati adalah pendatang. Beberapa wilayah 
masih kental sekali dengan suasana pedesaannya dan kegotong 
royongannya. Desa Sambon yang dahulu masih banyak memiliki 
permasalahan wilayah baik permasalahan fisik dan non fisik kawasan. 
Yaitu meliputi permasalahan wilayah yang ditemui diantaranya :
1
 
1. Masih terdapat jalan lingkungan dengan kondisi rusak, kurang 
terawat dan jalan masih berupa tanah.  
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2. Belum adanya jaringan drainase di sepanjang jalan 
menyebabkan kerusakan badan jalan ketika turun hujan dan 
terjadi beberapa genangan di beberapa lokasi.  
3. Sistem penerangan jalan umum masih mengandalkan sumber 
penerangan dari tiap rumah masyarakat, hal ini dapat 
menghambat aksebilitas kawasan sehingga dapat menghambat 
pengembangan kawasan.  
4. Masih terdapat rumah tidak layak huni, hal ini dapat 
menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan 
kwalitas lingkungan hunian.  
5. Jaringan irigasi belum optimal yang dapat mengurangi hasil 
panen. 
Namun sekarang Desa Sambon mengalami perubahan, 
diantaranya dari permasalahan yang disebutkan di atas sudah 
dibenahi dan pengembangan kawasan didasarkan pada kondisi 
wilayah yang meliputi, kependudukan, sosial, budaya dan 
ekonomi serta potensi yang mendukung perencanaan kawasan 
yang ideal.
2
 
2. Letak Geografis 
Desa Sambon memiliki luas wilayah sebesar 193,4800 Ha 
dengan suhu udara rata-rata 25°-33° Celcius. Curah hujan rata-rata 
Desa Sambon adalah diatas 2000 mm/tahun. Curah hujan dengan 
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kategori ini tergolong rendah. Jenis tanah Desa Sambon didominasi 
oleh jenis tanah grumusol kelabu. Jenis tanah tersebut memiliki 
sifat basa, sehingga sangat miskin unsur hara dan unsur-unsur 
organik lainnya. Sifat basa tersebut juga menyebabkan tanah jenis 
grumusol menjadi racun bagi tumbuhan. Selain itu, tanah grumusol 
memiliki tekstur kering.
3
  
a. Batas administratif: 
Secara administratif berbatasan langsung dengan:  
Sebelah Utara    : Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura 
Sebelah Selatan : Desa Karangduren Kecamatan Sawit 
Sebelah Barat    : Desa Guwokajen Kecamatan Sawit 
Sebelah Timur   : Desa Pucangan Kecamatan Kartasura  
Desa Sambon juga terbagi menjadi 4 (empat) wilayah Kadus.  
Adapun pembagian wilayah tersebut sebagai berikut:  
Kadus I  : Dukuh Ngemplak, Jetis, Rejoso 
Kadus II         : Dukuh Harjosumartan, Girimarto, Sambon, 
Sorogenen, Jatisari 
Kadus III  : Dukuh Ngagglik, Tohudan, Gemburan, 
Sarimulyo 
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Kadus IV  : Perumahan  
Terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tetangga (RT).
4
  
b. Pemanfaatan Lahan 
Penggunaan lahan di Desa Sambon kebanyakan untuk lahan 
pertanian/persawahan, sebesar 135,85 Ha yang terdiri dari 
irigasi setengah teknis sebesar 133,85 Ha dan tadah hujan 2 Ha 
dari luas wilayah seluas 193,48 Ha. Selebihnya sejumlah 57,63 
untuk lahan pekarangan. Sejumlah 39,46 Ha, Tegal atau kebun 
15,15 Ha dan lainnya sejumlah 3,02 Ha.
5
 
 
3. Demografi Desa Sambon 
a. Keadaan Sosial  
                                                          
4
 Data Umum Penduduk Desa Sambon. 
5
 Sumber : Kecamatan Banyudono dalam angka 2016.  
PENGGUNAAN LAHAN (Ha) 
SAWAH  
 
PEKARANGAN 
 
TEGAL/ 
KEBUN 
 
 
LAINNYA 
 
 
TOTAL 
IRIGASI 
SETENGAH 
TEKNIS 
TADAH 
HUJAN 
133.85 2 39.46 15.15 3.02 193.48 
64 
 
 
 
Kondisi eksisting demografi di Desa Sambon yang terdiri 
dari 4 (empat) pandukuhan. Jumlah penduduk di Desa Sambon 
tidak/belum terdistribusi secara merata, dengan total jumlah 
penduduk pada tahun 2017 sebesar 3272 jiwa dengan jumlah jenis 
kelamin laki-laki 1620 jiwa dan perempuan 1652 jiwa. Untuk lebih 
jelasnya lihat Tabel berikut:
6
  
 
JUMLAH PENDUDUK 
KEPADATAN 
PENDUDUK 
(Jiwa/Km2) 
 
DESA LUAS LAKI PEREMPUAN JUMLAH  
1695 Sambon 193,48 1620 1652 3272 
 
b. Jumlah Penduduk Menurut Sktruktur Usia  
 
Usia 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
0-4 68 51 
5-9 159 130 
10-14 115 134 
15-19 111 141 
20-24 121 114 
25-29 114 120 
                                                          
6
 Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2017. 
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30-34 143 152 
35-39 134 128 
40-44 117 131 
45-49 137 139 
50-54 87 108 
55-59 89 76 
60-64 59 55 
>64 165 173 
 
c. Jumlah Penduduk Menurut Sktruktur Agama7 
Agama Jumlah % 
Islam 2974 90,89% 
Kristen 15 0,46% 
Katholik 253 7,73% 
 
d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Pendidikan Jumlah % 
PT / D IV 69 2,11% 
Akademi 29 0,89% 
D I / D II 33 1,01% 
SMU 462 14,12% 
SLTP 1049 32,06% 
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SD 1053 32,18% 
Belum Tamat 577 17,63% 
 3272 100,00% 
 
e. Jumlah Penduduk Menurut Sktruktur Pekerjaan8  
Jenis Pekerjaan Jumlah % 
Pertanian Tanaman Pangan 384 11,74% 
Perkebunan 11 0,34% 
Perikanan 1 0,03% 
Peternakan 36 1,10% 
Pertanian Lainnya 384 11,74% 
Industri Pengolahan 276 8,44% 
Perdagangan 252 7,70% 
Jasa 469 14,33% 
Angkutan 47 1,44% 
Lainnya 1004 30,68% 
Belum Bekerja 408 12,47% 
 3272 100,00% 
 
f. Sarana Pendidikan  
Dibidang pendidikan, di Desa Sambon hanya ada fasilitas 
pendidikan Taman kanak-kanak sejumlah 4 unit dan Sekolah Dasar 
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sejumlah 3 unit. Untuk jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah 
menengah dan sekolah menengah atas tidak ada. Sehingga para 
siswa setelah lulus sekolah dasar harus melanjutkan sekolah ke luar 
desa ataupun luar kecamatan. 
 
No Jenis Sekolah Jumlah 
1 TK Swasta 3 
2 Raudhatul Atfal (RA) 1 
3 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 
4 Sekolah Dasar Swasta 1 
 
g. Sarana Tempat Peribadatan 
Ada beberapa tempat peribadatan seperti masjid dan 
mushola sebanyak 8 masjid dan 5 mushola serta 1 gereja. Pura dan 
Vihara tidak ada. Meskipun mayoritas penduduk Desa Sambon 
beragama Islam, akan tetapi kerukunan antar umat beragama tetap 
mereka juga, dan sikap toleransi dan menghargai peribadatan 
agama lain tercermin ketika pemeluk agama selain islam 
merayakan hari besar nya.  
No Tempat Peribadatan Jumlah 
1 Masjid 8 
2 Mushola 5 
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3 Gereja 1 
4 Pura 0 
5 Vihara 0 
  
4. Keadaan Ekonomi  
Peruntukan lahan di Desa Sambon ± 50% dimanfaatkan 
untuk lahan pertanian, bentang alam berupa hamparan sawah 
memiliki potensi untuk di kembangkan sebagai wisata alam 
pertanian. Dengan daya dukung wilayah yang sangat strategis 
berada diporos kegiatan ekonomi kawasan memungkinkan 
destinasi wisata alam pertanian ini mudah kita jumpai. Alam 
pedesaan yang masih kental dengan budaya gotong royong serta 
sistem pertanian yang masih konsvensional menambah kentalnya 
temaik alam pertanian.  
Agrotourism yang bisa dikembangkan antara lain:  
1. Wisata edukasi 
2. Wisata susur alam pertanian 
3. Wisata oudbond area 
4. Wisata kuliner sawah 
Agrotourism merupakan konsep pengembangan wisata dengan 
nuansa alam pertanian secara luas dengan melibatkan segala aspek 
budidaya pertanian yang ada di Desa Sambon. Konsep 
pengembangan wisata alam ini mengacu pada unsur rekratif yang 
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memuat unsur pendidikan, sosial ekonomi dalam pembangunan 
pertanian dan pedesaan. Kegiatan ini menitikberatkan pada upaya 
menampilkan kegiatan pertanian dan suasana pedesaan sebagai 
daya tarik utama wisatanya tanpa mengabaikan segi kenyamanan. 
Agrotourism memiliki peranan perekonomian dalam suatu wilayah 
dan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
melestarikan sumber daya atau lingkungan.
9
  
B. Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Sambon Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali 
1. Latar Belakang Terjadinya Gadai 
Manusia adalah mahkluk sosial, yaitu mahkluk yang berkodrat 
hidup dalam masyarakat. Sebagai mahkluk sosial dapat melakukan 
berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya 
adalah dengan gadai (rahn), konsep utama dari gadai adalah pinjam 
meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang 
kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai 
jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang 
meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara 
seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang 
gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah 
yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang 
(pemegang gadai). Salah satu contoh barang jaminannya merupakan 
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tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah adalah 
tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-
menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman 
palawija. Seperti hal nya yang melatarbelakangi terjadinya 
pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali yaitu salah satunya faktor ekonomi. Realisasi 
pelaksanaan gadai di Desa Sambon Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
mereka melakukan berbagai usaha salah satunya yaitu dengan gadai 
apabila mereka mengalami kebutuhan yang sangat mendesak atau 
untuk melunasi hutang nya.  
2. Pelaksanaan Gadai Sawah Oleh Pihak Penerima Gadai dan Pemberi 
Gadai 
Pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali dilakukan antara individu satu dengan individu 
lainnya. Yang mana rahin mendatangi murtahin untuk meminjam 
sejumlah uang kemudian rahin memberikan/menyerahkan barang 
gadaian yaitu sawah sebagai bentuk jaminan atas utangnya. Di Desa 
Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali ini terdapat dua 
murtahin. Menurut hasil wawancara dengan bapak Prayitno selaku 
murtahin perjanjian dalam akad gadai sawah tersebut ada ketentuan, 
yaitu terbagi menjadi 3 macam:  
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a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian 
kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi 
hasil”.  
b. Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. 
c. Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap 
sawahnya.  
Dan batasan waktu ketika pengembalian uang hutang tersebut 
minimal selama 2 tahun. Apabila pihak rahin belum bisa 
membayar utang kepada pihak murtahin makan terjadilah 
perjanjian perpanjangan waktu gadai antara pihak rahin dan 
murtahin. Namun setelah perpanjangan perjanjian gadai pihak 
rahin belum bisa membayar hutang maka rahin terpaksa menjual 
sawah nya untuk membayar hutangnya tersebut.
10
 
 Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penggadai (rahin) 
dan penerima gadai (murtahin) merupakan faktor yang penting 
dalam pelaksanaan gadai tersebut, akad atau perjanjian gadai 
dapat diwujudkan dengan ijab qabul atau kesepakatan, karena 
akad gadai merupakan salah satu rukun gadai. Namun dalam 
pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon, dari ketiga bentuk 
gadai yang ada sama-sama menyatukan akad muzara’ah dalam 
akad gadai.  
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Di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten 
Boyolali, pelaksanaan gadai sawah atau transaksi pemanfaatan 
sawah oleh penerima gadai (murtahin), hal tersebut kurang sesuai 
dengan prinsip muamalah. Bahwa gadai bukan termasuk dalam 
akad pemindahan hak milik, gadai bukan merupakan kepemilikan 
keseluruhan atas suatu benda untuk pemanfaatan suatu barang, 
melainkan hanya sekedar untuk jaminan dalam akad hutang 
piutang.  
Hasil dari pelaksanaan gadai sawah sebagai barang gadai 
oleh murtahin tersebut pemanfaatan sawah di lakukan oleh 
murtahin untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Biasanya 
murtahin mengarap sendiri sawah gadaian dari rahin atau 
murtahin menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya. 
Sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Desa Sambon 
biasanya murtahin mendapat izin dari rahin untuk memanfaatkan 
sawah sebagai barang jaminan maka diperbolehkan dengan 
ketentuan ada bagi hasil pertanian antara kedua pihak 
(muzara’ah). 
Mengenai pelaksanaan gadai sawah di Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang berhasil penulis 
simpulkan, dari beberapa informan atau responden dilapangan 
yang dapat mewakili kasus-kasus gadai adalah sebagai berikut: 
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a. Transaksi gadai yang dilakukan bapak Santoso (rahin) yang 
beralamat di Dusun Tohudan dengan bapak Prayitno 
(murtahin). Bapak Santoso datang kerumah bapak Prayitno 
(murtahin) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu 
beliau membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- 
dengan menyatakan bahwa yang dijadikan barang jaminan 
yaitu sawah milik bapak Santoso dengan sebidang sawah 
berbentuk persegi panjang, panjangnya 700 meter dan lebarnya 
500 meter. Dengan alasan karena beliau kesulitan uang untuk 
membayar cicilan mobil dan untuk membayar biaya pernikahan 
anaknya. Dengan sudah saling kenal karena memang bapak 
Santoso dan bapak Prayitno tetanggaan, setelah mengetahui 
alasan tersebut maka besaran uang pinjaman yang di ingin 
rahin pinjam, setelah melalui beberapa pertimbangan dan 
barang gadaian yaitu sawah yang ditaksir nilai nya sepadan 
dengan uang yang akan rahin pinjam dari bapak Prayitno 
memberikan pinjaman tersebut. Dalam gadaian tersebut Bapak 
Prayitno memberikan batasan waktu untuk pengembalian uang 
pinjaman tersebut, akan tetapi bapak Prayitno juga 
menyebutkan diawal perjanjian bahwa memberikan syarat 
tambahan yaitu sawah yang merupakan barang gadai akan di 
kelola atau digarap oleh bapak Prayitno sendiri atau menyuruh 
buruh tani untuk mengerjakan sawah tersebut. Sebenarnya 
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mendengar pernyataan tersebut tidak ridha namun itu 
merupakan sebuah perjanjian yang harus ditepati.
11
 
b. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Wardi (Rahin) yang 
beralamat di Desa Sambon dengan bapak Siswanto (Murtahin). 
Bapak Wardi (Rahin) datang kerumah bapak Siswanto 
(Murtahin) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu 
beliau membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- 
dengan menyatakan barang jaminan atau gadaian berupa sawah 
milik bapak Wardi (Rahin) sebidang sawah berbentuk persegi 
panjang, panjangnya 300 meter dan lebarnya 100 meter. 
Dengan alasan karena baliau membutuhkan uang untuk modal 
dagang istrinya. Setelah itu bapak Siswanto 
mempertimbangkan alasan bapak Wardi (Rahin) dan menaksir 
harga sawah sebagai barang jaminan tersebut apakah nominal 
uang yang bapak Wardi sepadan dengan harga sawah tersebut. 
Setelah dipertimbangkan dan harga sawah tersebut sepadan 
dengan uang yang akan rahin pinjam dari bapak Siswanto dan 
juga antara bapak Wardi dengan Bapak Siswanto saling kenal, 
maka bapak Siswanto memberikan pinjaman tersebut dalam 
gadai. Dan memberikan batasan waktu sesuai pengembalian 
uang tersebut telah melalui kesepakatan antara bapak Wardi 
(Rahin) dengan bapak Siswanto (Murtahin) yaitu minimal 2 
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tahun. Saat perjanjian ditentukan diawal bahwa bapak Siswanto 
ingin memanfaatkan sawah tersebut, yaitu menyuruh buruh tani 
untuk menggarapnya. Dan bapak Wardi menyetujui hal 
tersebut.
12
 
c. Transaksi perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Prayitno 
(Murtahin) yang beralamat di Desa Sambon dengan Bapak 
Sabari (Buruh tani). Bapak Prayitno datang kerumah bapak 
Sabari (Buruh tani) untuk menjelaskan maksud kedatangannya 
yaitu beliau menyuruh atau meminta tolong supaya bapak 
Sabari bersedia menggarap sawah gadaian tersebut. Diawal 
perjanjian bapak Prayitno menjelaskan kepada bapak Sabari 
bahwa sawah tersebut bukan miliknya. Melainkan sawah milik 
orang lain yang dijaminkan atas hutangnya tersebut. Setelah 
bapak Prayitno menjelaskan tersebut bapak Sabari menyetujui 
tersebut. Dan diawal perjanjian tersebut juga dijelaskan 
mengenai besaran upah yang buruh tani dapatkan. Yaitu 
upahnya tergantung hasil panen sawah tersebut. Misalnya 
sawah tersebut panen dengan mendapatkan nilai jual 
7.000.000,- maka bapak Sabari mendapatkan upah sebesar 
2.000.000,-. Karena bapak Sabari hanya menggarap sawah 
bapak Prayitno tersebut. Sedangkan biaya seperti: pupuk, obat, 
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dll itu yang menanggung biaya nya bapak Prayitno. Biasanya 
panen sawah terjadi 3 bulan sekali.
13
   
d. Transaksi perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Siswanto  
(Murtahin) yang beralamat di Desa Sambon dengan Bapak 
Yadi (Buruh Tani). Bapak Siswanto datang kerumah bapak 
Yadi (Buruh tani) untuk menjelaskan maksud kedatangannya 
yaitu beliau menyuruh atau meminta tolong supaya bapak Yadi 
bersedia menggarap sawah gadaian tersebut. Bapak Siswanto 
menjelaskan bahwa sawah tersebut milik orang lain yang 
digadaikan kepada nya. Batas waktu gadaian sawah tersebut 
selama minimal 2 tahun. Selain itu bapak Siswanto juga 
menjelaskan bahwa bapak Siswanto tidak bisa menggarap 
sawah karena beliau ada kegiatan lain yang waktunya sangat 
padat dan tidak bisa disambi dengan menggarap sawah. Dan 
bapak Siswanto juga menyebutkan diawal perjanjian bahwa 
upah yang di dapatkan bapak Yadi (buruh tani) nanti tergantung 
hasil panen nya, kalau nilai jual nya tinggi maka upah yang di 
dapatkan juga tinggi.
14
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI 
DESA SAMBON KECAMATAN BANYUDONO 
Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pelaksanaan gadai sawah yang terjadi 
di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, ditinjau dari teori rahn dan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. 
1. Akad  Gadai Sawah Di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten 
Boyolali ditinjau dari Rukun dan Syarat Gadai 
Pelaksanaan akad, akad antara rahin dan murtahin merupakan faktor 
terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, dalam akad atau perjanjian gadai 
dapat diwujudkan dengan i j a b  q a b u l  atau kesepakatan selain itu bisa juga 
dengan tulisan. Seperti yang terjadi pada gadai sawah di Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali terjadi gadai antara pihak rahin dan 
murtahin, yang terjadi adalah akad secara lisan yang diucapkan pihak rahin 
kepada pihak murtahin bahwasannya pihak rahin akan melakukan gadai dengan 
barang jaminan sawah dengan jumlah uang yang dibutuhkan pihak rahin. 
Maka dapat dilihat dari segi rukun dan syarat gadai (rahn) dalam pelaksanaan 
gadai yang terjadi pada gadai di Desa Sambon Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (rahn) yang 
meliputi orang yang berakad (pihak rahin dan murtahin), barang yang 
digadaikan (Marhun) seperti halnya disini yang dijadikan barang gadaian adalah 
sawah utang (Marhu>n bih) seperti  uang yang dibutuhkan oleh pihak rahin, 
sighat, ijab dan qabul. Akan tetapi dalam kasus gadai sawah di Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang menjadi persoalan adalah akad 
perjanjian yang telah ditentukan diawal yang dilakukan oleh pihak rahin dan 
murtahin yaitu dari segi pelaksanaannya muncul masalah terkait hasil 
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pemanfaatan sawah yang harusnya milik rahin beralih ke murtahin setelah 
terjadinya akad. Dalam hukum Islam seharusnya yang memiliki hak atas 
pengelolaan serta mengambil manfaat dari sawah itu adalah rahin. Apabila 
sawah yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua 
belah pihak karena rahin hanya memiliki barang tersebut sementara murtahin 
tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau mendapatkan 
hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak 
mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu pola berfikir masyarakat supaya 
menghindari kemubaziran, sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Desa 
Sambon biasanya murtahin mendapatkan izin dari rahin untuk memanfaatkan 
sawah sebagai barang jaminan maka diperbolehkan dengan ketentuan ada bagi 
hasil pertanian antara kedua pihak (muzara’ah). 
2. Hak Menahan Barang ditinjau dari Hak Pemegang Gadai dan Fatwa DSN-
MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn 
Seperti yang sudah dipaparkan pada Bab II mengenai Hak Penerima gadai 
yang meliputi: 
a. Hak Penerima Gadai 
1. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat 
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai. 
3. Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang 
gadai yang diserahkan oleh penggadai. 
 
 
79 
 
 
 
b. Kewajiban Penerima Gadai 
1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang 
gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya. 
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan 
sendiri. 
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum diadakan 
pelelangan barang gadai.
1
 
Ditinjau  dari  Fatwa  DSN-MUI  No  25 tahun 2002 Tentang  Rahn  poin 
1 Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) 
sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 
Maka dapat dilihat dari segi hak pemegang gadai dan Fatwa DSN- MUI 
Nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn poin 1 dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa 
Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali sudah sesuai, bahwasannya 
pihak murtahin memiliki hak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi 
gadai ketika marhun bih belum dilunasi. 
3.Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari Fiqh Empat  
Madzhab  dan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  25  Tahun  2002 tentang Rahn 
Seperti yang sudah dipaparkan pada Bab II mengenai penjelasan fiqh empat 
madzhab tentang pemanfaatan marhun adalah sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan rahin atas borg (barang yang digadaikan). 
a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan 
barang tanpa seizin murthahin, begitu pula murthahin tidak boleh 
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 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 33-34. 
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memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan 
pendapat ulama Hanabilah. 
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika borg sudah berada di tangan 
murthahin, rahin mempunyai hak memanfaatkan.
2
 
c. Ulama Safi’iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk 
memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak 
perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. 
Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, 
rahn harus meminta izin pada murthahin.
3
 
Ditinjau dari  Fatwa  DSN-MUI Nomor 25  tahun  2002  tentang Rahn poin 
3 Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahn. Pada prinsipnya, Marhun 
tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatan. 
Maka dapat dilihat dari pendapat fiqh empat madzhab tentang pemanfaatan 
barang gadai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn poin 3 
dalam pelaksanaan gadai yang terjadi pada gadai Sawah di Desa Sambon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali belum  sesuai. Karena  dalam  
praktiknya  pihak  murtahin  memanfaatkan  barang gadaian tersebut tanpa 
seizin pihak rahin. 
 
                                                          
2
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : Alma’arif, 1987), hlm. 141. 
3
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi Dan Institusionalisasi, 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 115. 
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4. Hasil yang diperoleh Murtahin dari Memelihara Marhun ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn 
Dari penelitian yang penulis lakukan yang telah dijabarkan pada Bab III dan 
ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tentang Rahn poin 1 dan 2 
pemeliharaan dan pemanfaatan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan segala 
tanggungan barang tersebut menjadi kewajiban Rahin.  
Maka dapat dilihat dari hasil wawancara pada Bab III dan Fatwa DSN-MUI 
Nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn poin 1 dan 2 dalam pelaksanaan gadai 
sawah di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali belum 
sesuai, karena sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh 
dimanfaatkan, justru oleh pihak murtahin dikelola serta mendapatkan hasil dari 
sawah tersebut. Dan permasalahan lain terdapat pada pelaksanaan gadai sawah 
yang menyatukan akad muzara’ah dalam akad gadai sehingga terjadi satu akad 
dalam dua transaksi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari beberapa pembahasan yang telah peneliti uraikan di dalam 
bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Ditinjau dari Pelaksanaan  Praktek gadai sawah di Desa 
Sambon sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru 
dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam 
pelaksanaannya dikaitkan dengan sistem akad muzara’ah, ini 
mengakibatkan terdapat sistem akad muzara’ah yang menyatu 
didalam akad gadai yang dilakukan pada awal transaksi gadai 
sawah. Sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi.  
2. Ditinjau dari teori rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 
2002 tentang Rahn, pelaksanaan gadai sawah dalam 
masyarakat Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten 
Boyolali syarat dan rukun gadai, maka akad dalam transaksi 
gadai sawah Desa Sambon sudah sah dan dibenarkan menurut 
hukum Islam, karena telah memenuhi unsur sahnya gadai yaitu 
adanya aqid  selaku rahin dan murtahin, sighat akad atau ijab 
qabul antara rahin dan murtahin, marhun selaku barang 
jaminan, dan marhun bih atau hutang. Syarat dan rukun gadai 
yang terjadi pada masyarakat Desa Sambon dapat dibenarkan 
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karena para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan 
tindakan hukum secara suka rela.  
Sighat akad yang digunakan telah memenuhi syarat serta 
rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, harus ada 
kesesuaian antara ijab dan qabul dalam suatu transaksi 
bermuamalah. Dilihat dari barang jaminan gadai (marhun) 
telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut 
termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik 
orang lain yang dapat diserahkan ketika akad telah selesai. 
Sedangkan pada marhun bih atau hutang yang menjadi sebab 
adanya gadai juga sudah sesuai, karena hutang tetap dan sudah 
diketahui jumlah serta jelas hutangnya.  
B.  SARAN 
1. Bagi pihak rahin dan murtahin, ketika melakukan transaksi gadai 
sawah hendaknya menyertakan barang tersebut dengan sertifikat 
tanah sebagai bukti nyata bahwa kepemilikan atas sawah tersebut 
jelas, agar dapat menjadi jaminan barang yang sesuai.  
2. Bagi pihak rahin, ketika telah memiliki uang segeralah menebus 
barang jaminan gadai itu jangan sampai menunda pembayaraan. 
Supaya tidak menimbuilkan anggapan bahwa murtahin mendapat 
keuntungan yang berlipat dari hasil gadai tersebut.  
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Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak murtahin 
1. Apa yang dijadikan barang jaminan ketika peminjaman utang ? 
2. Apakah barang jaminan ditahan apa tidak ? 
3. Adakah batasan waktu ketika pengembalian utang tersebut ? 
4. Apakah barang gadaian tersebut digunakan (dimanfaatkan) ?  
5. Apakah ada izin dari pihak rahin ketika barang gadaian tersebut digunakan 
dan adakah imbalan kepada pihak rahin ?  
6. Siapa yang membiayai pemeliharaan atau menanggung barang gadaian 
tersebut ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak rahin 
1. Apakah anda pernah menggadaikan ditempat bapak Prayitno dan bapak 
Siswanto ? Apa barang jaminannya ? 
2. Apakah anda mengetahui kalau barang gadaian anda dipergunakan oleh 
pihak murtahin ? 
3. Apakah anda mendapatkan keuntungan atau hasil pemanfaatan dari barang 
gadaian yang digunakan oleh pihak murtahin ? 
4. Apakah anda keberatan dengan kesepakatan oleh murtahin ? 
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 RAHN  
 ِميِحرلا ِنمحرلا ِاللها ِمسِب  
 
Dewan Syariah Nasional setelah, 
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan 
menggadaikan  barang sebagai jaminan utang; 
  b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu 
merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam 
berbagai produknya; 
  c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syari’ah, Dewan Syariah Nasional 
memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan 
pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai 
jaminan atas utang.  
Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283: 
    ٌةضوبْقم ٌناهِرَف ابِتاَك اودِجت مَلو ٍرَفس ىَلع متنُك ْنِإو …  
   “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu 
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang ...”. 
  2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah 
r.a., ia berkata: 
    نِم اماعَط ىرتشا مَّلسو ِهيَلع ُاللها ىَّلص ِاللها َلوسر َّنَأ
يِدوهي ٍديِدح نِم اعرِد هنهرو ٍلجَأ ىَلِإ  .  
   “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli 
makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan 
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” 
  3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu 
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: 
   نُغ هَل ،هنهر يِذَّلا ِهِبِحاص نِم نهرلا قَلغي َلا ِهيَلعو هم
همرُغ.  
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   "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 
menanggung resikonya." 
  4. Hadits Nabi riwayat  Jama’ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa’i, Nabi s.a.w. bersabda: 
   هَّظلَا برشي ردلا نبَلو ،انوهرم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفنِب بَكري ر
ُةَقَفنلا برشيو بَكري يِذَّلا ىَلعو ،انوهرم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفنِب.  
   "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh 
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang 
ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan 
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan 
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." 
  5. Ijma: 
   Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181). 
  6. Kaidah Fiqih: 
    ىَلع ٌليِلد َّلدي ْنَأ َّلاِإ ُةحابِلإْا ِتَلاماعمْلا يِف ُلصَلأا
اهِميِرحت.  
   Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain: 
   وََأمِلإا اجمعاَف َأجمعْا ُلمسِلموَنع ىلج وِزارلا هِنِف ْا يُلجمَلِة 
) ج ،ةمادق نبلا نيغلما٤ ص ، ٣٦٧(  
   Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’) 
bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan 
utang) diperbolehkan 
   رلِلٍعاَفِتنا ُّلُك ِنِهاِب رلاهِنَلا ي ترتبع َليِهن ْقصْا َلمرهوِن 
) ج ،نييبرشلل جاتلمحا نيغم٢ ص ١٣١(  
   Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai 
secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan 
berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut. 
    عِفتني ْنَأ ِنِهترمْلِل سيَل هنَأ ِةَلِبانحْلا ريَغ روهمجْلا ىري
ِنهرلا نِم ٍءيشِب  
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   Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat 
bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan 
barang gadai sama sekali . 
  2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional 
pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 
dan hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002 
   MEMUTUSKAN 
Menetapkan :  FATWA TENTANG RAHN 
Pertama : Hukum 
  
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
Kedua : Ketentuan Umum 
  
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan Marhun  (barang) sampai semua utang Rahin 
(yang menyerahkan barang) dilunasi. 
  
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. 
Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi 
nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti 
biaya pemeliharaan dan perawatannya.  
  
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga 
oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
  
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun 
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
  
5. Penjualan Marhun 
   
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus 
memperingatkan Rahin untuk segera melunasi 
utangnya. 
   
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, 
maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui 
lelang sesuai syariah. 
   
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi 
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 
belum dibayar serta biaya penjualan 
   
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 
Ketiga : Ketentuan Penutup 
  
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
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melalui musyawarah. 
  
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-
mana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 15 Rabi’ul Akhir  1423 H 
  26       Juni          2002 M 
 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua, Sekretaris, 
 
 
 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 
 
 
